
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ketentuan mengenai Pengaturan Perencenaan Ruang Terbuka (RTH) di 

Kota Mataram diatur dalam Peraturan Daerah Kota Matram Nomor 5 Tahun 

2019 dan merupakan Komitmen Pemerintah Kota Mataram dan Direktorat 

Jenderal Tata Ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan proporsi 

Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram. 

2. Implementasi perencanaan tata ruang terbuka hijau di Kota Mataram  

Mataram ialah 27% ini berarti belum mencukupi kebutuhan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) yang diatur dalam peraturan penataan ruang, dalam 

pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram 

beberapa aspek yang menjadi pengaruh antara lain aspek pendukung dan 

penghambat. Aspek pendukung meliputi kebijakan penataan ruang sebagai 

pedoman dalam mengatur penyediaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH), program penghijauan serta inventarisasi Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) sebagai pendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) karena 

dapat menjadi bahan untuk menentukan arah kebijakan dan perlindungan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sementara untuk aspek penghambat yang 

mempengaruhi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi minimnya 



 

 

ketersediaan lahan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan banyaknya alih 

fungsi lahan. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitiaan dan menganalisis data yang diperoleh, 

maka beberapa hal yang dapat disarankan adalah 

1. Kebijakan pengaturan perencanaan, penyediaan, penataan, dan pengelolaan 

ruang terbuka hijau di Kota Mataram yang tertuang dalam Peraturan Daerah 

diharapkan dapat mampu menjadi pedoman untuk memenuhi kebutuhan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram baik Publik maupun Privat agar 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di harapkan kepada 

Pemerintah Kota Mataram menambah pasal mengenai sanksi apabila ada 

yang menyalahgunakan Ruang Kota Mataram yang tidak sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram. 

2. Pesatnya kegiatan pembangunan dapat mengacam ketersediaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram oleh karena itu perlu kiranya fungsi 

kontrol dan pengawasan yang dimiliki dinas terkait dalam lingkup 

Pemerintah Kota Mataram untuk dijalan dengan lebih intensif agar dapat 

menjamin keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah atau akan 

dibangun, kenyataan tersebut dapat juga menjadi acuan untuk masyarakat, 

dan swasta agar lebih berpartisipsi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

dan mengupayakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar 

mencukupi kebutuhan. 
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